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Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah/Aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Selain itu, untuk mengetahui 

kesesuaian pengelolaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan asset, sehingga dapat 

bermanfaat bagi pengelola Barang (BPKAD Kabupaten Donggala) agar lebih memperhatikan 

pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap dalam meningkatkan opini BPK dari WDP menjadi 

WTP. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, 

dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian Pustaka yang telah ada. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala secara keseluruhan telah dilakukan 

dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun belum 

semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat 

pengguna barang, Pemanfaat Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, 

pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Donggala tidak melakukan pengamanan hukum. 

 

 
Abstract: This research aims to determine the implementation of management of Regional Property/Fixed 

Assets in the regional government of Donggala Regency. Apart from that, to determine the suitability of the 

management of fixed assets in the Donggala Regency Government with the Minister of Home Affairs Regulation 

no. 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for Management of Regional Property and what obstacles are 

faced in implementing asset management so that it can be useful for Property Managers (BPKAD Donggala 

Regency) to pay more attention to the management of Regional Property/Fixed Assets in increasing the opinion 

of the Financial Audit Agency from Fair to Fair. Exceptions become Reasonable Without Exceptions. In 

collecting this data, observation, interviews, literature study, documentation and, internet searching were used. 

Data collection in this research was carried out by going directly to the research location and reviewing it using 

existing literature studies. The results of this research indicate that the management of Fixed Assets/Regional 

Property carried out by the Regional Government of Donggala Regency as a whole has been carried out 

optimally and by following the Regional Property Management Cycle. Even though everything has not been 

implemented optimally, such as delays in reporting reports at the goods user level, Utilization of Regional 

Property is only limited to the use of loan-to-use, and the security carried out by the Donggala Regency BPKAD 

does not provide legal safeguards. 

  

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) 

Pages: 1478-1485 

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4311 
 

INDEXED IN  
SIN TA -  Sc ienc e and  

Techn ology Ind ex  

Cross r ef  

Google  Sch ola r  

Ga rba  Rujukan  Digi ta l :  

Ga ruda  

 
 

CORRESPONDING 

AUTHOR 
 
A l i  S u pr i a di  

Fa k u l t a s  E k o n o m i  D a n  Bi s n i s ,  

U n i ve r s i t a s  M u h a m m a d i ya h  

P a l u ,  In d o n e s i a  

 

EMAIL 

ali.supriadii@gmail.com          
      

OPEN ACCESS 
E ISSN 2623-2022  

 
 
 

K a t a  K u n c i :  

E f e k t i v i t a s ;  

P e n e r a p a n ;  

A k u n t a n s i  A s e t  T e t a p  

K e y w o r d s :  
E f f e c t i v e n e s s ;  

A p p l i c a t i o n ;  

F i x e d  A s s e t  

A c c o u n t i n g  

 

 

 
R e c e i v e d : 2  N o v e m b e r  2 0 2 3  

R e v i s e d :  1 0  N o v e m b e r  2 0 2 3  

A c c e p t e d :  1 0  N o v e m b e r  2 0 2 3  

 

A r t i k e l  P e n e l i t i a n   

 

 

mailto:ali.supriadii@gmail.com




 https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS 

VOLUME 6 ISSUE 11 NOVEMBER 2023 

 

 
 

JURNAL KOLABORATIF SAINS 

 

1479 
 

 

LATAR BELAKANG 

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah 

memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal 

ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah 

menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan   publik yang didasarkan asas-asas 

pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisonal, partisipatif, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya good governance. 

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang 

menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat 

darah (PPK -SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur 

akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. 

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi 

aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki 

pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya 

seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi 

keuntungan yang biasa diperoleh. Kemudian seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan 

kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan 

sebagainya. 

Suatu tantangan bagi pemerintah Kota Donggala untuk dapat memenuhi kewajiban  dalam hal 

pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Negara. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset 

tersebut. Sistem pengeloaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, 

antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu 

pengolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek 

penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk 

berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar asset tersebut bisa menjadi modal awal 

bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak di 

kelola dengan semestinya, aset tersebut menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan 

biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. 

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 

Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 

Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut. “Untuk menindak lanjuti 

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan 

menyalurkan informasi   keuangan daerah kepada pelayanan publik” 

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi 

terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA 

Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu 

sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyususnan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. P. Siagian (dalam Ridwan, 2009) 

menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi 

sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktivitas kerja organisasi atau perusahaan baik 

pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan 

dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.” 
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BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina 

penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

mengembangkan SIMDA  Keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi 

informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah berhasil 

menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah 

untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan 

dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya kepemerintahan yang 

baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem 

pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. 

Namun dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan terdapat beberapa 

masalah terkait penempatan akun klasifikasi asset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Donggala. Hal ini tidak signifikan namun mempengaruhi laporan Keuangan unit 

kerja. Sehingga hal tersebut perlu diteliti bagian system dan prosedur aset tetap. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Deskriptif. Kualitatif 

Deskriptif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa. Analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Namun dalam kenyataanya, 

analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

  

HASIL  

Dokumen Sumber adalah semua berkas penting yang dihasilkan dari siklus pengelolaan aset 

tersebut maupun berkas penting yang mendasari suatu siklus atau tahapan untuk dilakukan. Dokumen 

sumber ini diperlukan untuk menjadi bukti dalam proses pengelolaan maupun penyampaian akhir dari 

suatu hasil pelaporan kekayaan daerah yang mempengaruhi penyajian jumlah dan nilai aset suartu 

daerah. Daftar dokumen sumber yang menjadi acuan dalam kelengkapan pada penelitian ini tercermin 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Dokumen Sumber Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016: 1) Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah, 2) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 3) Daftar Kebutuhan Barang 

Milik Daerah, 4) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 5) Daftar Barang Pengguna / 

Daftar Barang Kuasa Pengguna, 6) Kartu Inventaris Barang, 7) Daftar Barang Milik Daerah, 8) Buku 

Inventaris Dan Buku Induk Inventaris, 9) Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan, 10) Laporan 

Barang Milik Daerah, 11) Surat Perjanjian Pinjam Pakai, 12) Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah 

Daerah, 13) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, 14) SK Penghapusan, 15) SK Pemindah tanganan, 16) 

SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

Penjelasan di atas, kelengkapan dokumen sumber yang ada pada bidang aset BPKAD Kabupaten 

Donggala sesuai hasil wawancara dan beberapa dokumen contoh yang diberikan kepada peneliti dapat 

dilihat pada:      
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Tabel 1.  Kelengkapan Dokumen Sumber 

 

No. 

 

Daftar Dokumen 

Ada( )/ 

Tidak 

(X) 

 

Keterangan 

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah 
 

 

Disertai contoh dokumen 

2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
 

 

Disertai contoh dokumen 

3. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah  

 

Dari RKBMD dihasilkan DPA dan 

langsung menjadi DKBMD 

4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Dari RKPBMD dihasilkan DPA  

 

5. Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa 

Pengguna 
 

x 

Tidak diberikan contoh dokumen 

6. Kartu Inventaris Barang  

 

Diberikan Contoh Dari KIB A-F 

7. Daftar Barang Milik Daerah  

 

Rekapitulasi Dari KIB A-F 

8. Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris  

 

Diberikan contoh buku inventaris dari 1 

unit Organisasi 

9. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan  

 

Diberikan contoh laporan semesteran dan 

tahunan 

10. Laporan Barang Milik Daerah  

 

Rekapitulasi LBS dan LBT 

11. Surat Perjanjian Pinjam Pakai  

 

Diberikan contoh surat perjanjian pinjam 

pakai tanah dan bangunan. 

12. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah  

 

Diberikan contoh SK dan setifikat tanah 

13. Hasil Pemeliharaan Barang  

 

Hasil Pemeliharaan gedung kantor 

14. SK Penghapusan  

 

Diberikan Sk penghapusan 

15. SK Pemindahtanganan  

 

Diberikan SK hibah tanah 
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16. SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah  

 

 

Diberikan SK Status penggunaan 

Kendaraan 

 

Kelengkapan dokumen sumber tersebut diatas mensyaratkan bahwa Pengelolaan Aset 

Tetap/Barang Milik Daerah telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

dari segi administratif. Akan tetapi Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 

Tahun 2014 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani 

aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam 

mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 

28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian. (Yusuf, 2010: 31) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang 

harus dilalui dalam manajemen aset. 

 

DISKUSI 

 Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang 

merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan oleh 

Bidang Aset adalah mengusahakan untuk lebih baik membuat administrasi pengelolaan aset tetap serta 

bertindak sebagai Pembantu Pengelola. 

Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan ada 13 siklus yang harus   diilalui dalam 

pengelolaan aset namun hanya 9 siklus pengelolaan aset tetap yang melibatkan BPKAD sebagai 

pembantu pengelola. Pembantu pengelola adalah unit kerja yang membantu pengelola (Sekretaris 

Daerah) untuk meneliti, menghimpun laporan bahkan menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan 

tahapan pengelolaan barang milik daerah. 9 siklus yang lain tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Donggala untuk pengelolaan yang baik dan benar, serta dilakukan oleh SKPD sebagai unit organisasi 

yang menggunakan (pengguna) barang milik daerah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari 

masing-masing SKPD beserta pelaksana teknis sebagai kuasa pengguna. 

 

Tabel 2. Kesimpulan Evaluasi Sistem dan Prosedur Aset Tetap/ Barang Milik Daerah 

No Sistem Pengelolaan 

Aset/Barang milik 

Daerah 

Permendagri No. 19 tahum 

20016 

BPKAD 

Kab. 

Donggala 

Keterangan 

1 Perencanaan Kebutuhan Meneliti dan menhimpun 

DKBMD 

Telah di rencanakan sesuai 

kebutuhan 

Sesuai 

2 Perencanaan, penganggaran 

dan pemeliharaan 

Penerimaan, Penyimpanan dan 

Penyaluran 

Telah melakukan 

penerimaan, penyimpanan 

dan 

Penyaluran 

Sesuai 

3 Penggunaan Inventaris, pencatan, 

digunakan untuk tugas pokok 

dan fungsi 

Telah melakukan 

penggunaan Inventaris, 

pencatan, digunakan untuk 

tugas pokok dan 

Fungsi 

Sesuai 



 https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS 

VOLUME 6 ISSUE 11 NOVEMBER 2023 

 

 
 

JURNAL KOLABORATIF SAINS 

 

1483 
 

 

4 Penatausahaan Melakukan pencatatan, 

pendaftara dan pelaporan. 

Melakukan pencatatan, 

pendaftaran dan 

Pelaporan 

Sesuai 

5 Pemanfaatan Pinjam pakai, Sewa, 

Kerjasama pemanfaatan, 

Bagun guna serah, 

Bangun serah guna. 

Pernah melakukan 

pemanfaatan seperti 

pinjam pakai. 

Sesuai 

6 Pengamanan dan pemeliharaan Pengamanan Adiministratif 

dan Penggunaan Fisik, 

Pemeliharaan tanpa merubah 

bentuk dan keindahan. 

Telah melakukan 

pengamanan administrasi 

dan penggunaan 

Fisik 

Sesuai 

7 Pemeriksaan dan Pengawasan Pemantauan, penertiban dan 

investigasi 

Telah melakukan 

pemantauan, 

Penertiban dan 

Investigasi 

Sesuai 

8 Sanksi dan Ganti Rugi Kelalaian dan 

penyalahgunaan/pe langgaran 

atas pengelolaan barang 

Tidak melakukan 

Kelalaian dan 

penyalahguna 

an/pelanggar an atas 

pengelolaan 

Barang 

Sesuai 

9 Penghapusan Mengusulkan aset yang layak 

untuk dihapus dan melakukan 

pencatatan terhadap barang 

yang dihapuskan. 

Mengusulkan aset yang 

layak untuk dihapus dan 

melakukan pencatatan 

terhadap barang yang 

dihapuskan. 

Sesuai 

 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem dan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan 

Penyaluran, serta perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian 

barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unit- unit 

organisasi. 

Sistem dan prosedur Penatausahaan sudah Efektif sesuai dengan peraturan yang ada di kerangka 

fikir. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pencatatan dan 

pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB). 

 Sistem dan prosedur Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan sudah sesuai dengan 

ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah 

melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik serta melakukan beberapa bentuk pemeliharaan 

yang disesuaikan dengan jenis barang. 

 

REKOMENDASI 

Rekomendasi penelitian ini adalah Fungsi aset tetap penanggung jawab atas pengelolaan aset 

tetap perusahaan dalam penempatan, pemindahan dan penghentian pemakaian aset tetap. 

Instansi BPKAD dapat lebih maksimal lagi dalam menerapkan Efektivitas Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Aset Tetap. 
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Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan sistem dan prosedur 

aset tetap dapat lebih ditingkatkan lagi pada sistem prosedur akuntansi secara keseluruhan utamanya 

mengenai SIMDA. 
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